KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Revisi Mendadak Berpotensi Ganggu Tahapan Pemilu
: Rabu, 11 Maret 2026

: Kompas
3

UU PEMILU DAN PILKADA

Revisi Mendadak Berpotensi Ganggu Tahapan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Per-
wakilan Rakyal diingatkan wiar
tidak merevisi Undang-Undang
Pemilu secara mendadak kare-
i dapat menpgangsu tahapan
pemilu. Peruhatian aturan yang
terburu-bury juga dikhawatir-
Kan memicu persoalan bukum
baru, termiasuk gugatan terha-
dap unchang-undang Lersehul

Peringatan ity salah satunya
dlisampaikian aleh pakar bukum
tata negara vang juga mantan
Retua Mahkamah Konstitusi
(MK} Mahfud MI} dalam rapat
dlengar pendapat umum Komisi
11 DPR di Gedung Nusantara,
Jakarta, Sclasa (10°3/2020),
Menurut dis, revisi UL Pemily
harue sepera ditntaskan. Ja-
ngan sampi revisi ban ame
pung mendekati tahapan pe-
milu maupun pilkads harens
berpotensi meninibulkan keka-
catan dalm pelaksanaannys

"Tidak bis dadakan Kalay
helajar dar yang kemarin, bu-
lany Juni itu sudal mula pen-
dlaftarun, pembukan pendaf-
taran partai dan sehagainya. La-
I, undang-undangiya bary di-
Tahirkan bulim Mei, misalnya,
Ttu agak berat," tuturnya,

Komist [1 DR menggelar ra-
pral chengar pendaprat umum de-
ngan para ahli tata negara wn-
tuk meminta masukan lerkait
desain pemilu. Selain Mahfud,
hadir pula Jimly Asshiddigie
dan Refly Harun,

Dalam rapat tu, Mahfud jugs
mengingatkan, perubahan atur-
an yang dilakubin secara lor-
buruebun juga berpotensi me-
mieu perdebatan i ruang pub-
ik, bk sisf substansi mau-
pun proses Jegislast Bahkan,
bukan tidak mungkin, atuzan
bt il ke diguagat ke M.

Senada dengan Mahfud, Jimly
juga mengineatkan agar rovisi
U0 Pemilu dapat. diselesaikan
tabun ini. "Kakm tahun depan,
felal; 2027 s sackaby ferlalu dle=
kar dengan 2029” futumya.

Jimly mendukung proses re-
visi LU Pemilu vame tengah
burjalan i DPR. Menurul dia,
setclahl 23 tahun reformasl, ba-
nyak persoalan vang perlu (-
benali dalam sisteny kepeni-
luan ol Inilomesia,

Karensa itu, revisi UL Pemilu
hendaknya menjadi- momen-
fum untuk mengevalasi se-
kalious  komsolidasi  normatif

terhadap sistem hukum dan eti-
kat kepemniluan,

Selain U Pemilu, menurut
Jimly, s seliaknya 16 un-
dang-undang-vang juga per
diperbatki bersamain déngan
rovigt UV Pemild, Diantaranya,
UL Pemerintahan Aceh, UL
Provinsi Dacrah Khusus Jakar-
it darr UL Tbu Kol Negara,

Dengan demikian, rencana
korelifhash Lerhatas tersebul da-
pat menjadi semacam electoral
code yiny relatil lengkap se-
agai pegangan dalom mening:
katkan hualitas dan integritas
pemnilu. Hal tu penting karena
lualites demokrasi Indonesia
dimilai lerus menurun.

"Kalw  tidak  diperbaiki,
mungin bk kelibalan di
DPR. tetapi di Lapangan hanvale

misalsh.” katanys.

Sistem pilkada

Selain UL Pemilu, Komisi 11
PR jugs memints masukan
terkait perbatkan UL Pennililian
Repuli Diersh (Fillida). Mah-
fud menyatakan bahwa pitkada
dapal diselenggarakan secara
langsung manpun tidak lang-
sing. Hal ito merujuk pada

Putusan MK Nomor
THPULIL 2004 dan Nomor
T3 TUL-112004,

"Rl mau cibahas lagi saja
enggak apa-apa Karena pada
dasarnya, Kalaw  berdasarkan
putusan ME, voris vang dibuat
oleh Pk Jimly tabun 2004 no-
ntor 72 dan nomor 73, itu jekas
mengalighan, pilkada il bisa
langsung, bisa tidak Lgsung,
Terserah Anda mat pakai apa”
fiatanya,

Oleh karena , Mahfud
mempersilakan para pemben-
luk undang-undang - memilih
apakah sk menggunakan sis-
tem pilkada lngsung atou fidak
langsung,. Namun, keputusan
tersehut harus diambil melalui
perseluan din  hesepukalan
Dersama masyarakat ndonesia,
“Katltn Kembali ke karmya yang
dibuat olel MK tahun 2004,
Nomar 72 dan 73 ily, v, Tuleh
saa kala, nisalnva, kenbali ke
Tanygatmg, [t vang disehut open
fegatl policy.” vjar dia

Samat dengan Mahfud, Jimly
mempersilakan pembentuk un-
dang-undang untuk berdiskusi
guna mendapatkan titik temu,
Namun, secara pribad ia meng-

usulkan agar mekanisme pil-
hada Lidak langsung hanya di-
terapkan untuk pemilihan gu-
bernur,

Menurut Jimly, sistem pil-
adka secara langsuny oleh rak-
yat menipakan semangit re-
faremasi yany mulal berlaku pa-
da swal 2000-an. Nanwn, se-
Lelah hampir 26 Lihun berjalan,
siatem terschut tetap terbuka
untuk dievaluasi

semeittara itg, Ketua Konsi
11 DPR ifyinizimy Karsayuds
mengatakan, DPR tengah meng-
himpun sehanyak mungkin pan-
dangan dart berbagai pihak me-
ngenai revisi UL Pemiilu: dan
Pilleacke. Lamghah ini dilakukan
sebelum pembentulan panitia
Kerja {panja) sgar pembahiasan
dapat lebih teravaly

Menurul Rifgi, DPR sengitja
menguidang para pakar, aka-
lemist, dan pemangku kepen-
fingan untuk memberikan ma-
sitkan Tehih swa, Duari Derhagai
provdangzn dan kritik tersebut,
Komisi [1 gln menyusun dlaf-
tar inventiisasi masalah (DIM)
vang manting menjadi dasar
perumusan nara dilam revis

undang-undang. {(BOW}
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